
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktifitas Lembaga Keuangan Syariah seperti memiliki karakter

berbeda dengan sistem ekonomi lainnya,  dapat  dilihat melalui

segi  penilaiannya dilakukan dari  berbagai  sisi  terutama dalam

penerapan  sistem  operasional  yang  sesuai  dengan  ketentuan

syari’ah.  Sehingga  akan  diketahui  kesesuaian  kinerja  dari

lembaga keuangan syariah tersebut, dengan tujuan utama yaitu

aktifitas  muamalah  (Maqãsid  Sharĩah).  Tujuan  utama  tersebut

mengacu  pada  kepentingan  ummat  untuk  mencapai

kesejahteraan juga  kehidupan yang lebih  baik,  serta  berperan

penting  untuk  mempererat  tali  persaudaraan  dan  penerapan

keadilan sosial ekonomi. 

Baitul  maal  wa  Tamwil berperan  dalam  membina  serta

melakukan  pendanaan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.

Kegiatan  ekonomi  merupakan  hal  yang  sangat  sensitif  oleh

karena itu sudah seharusnya masyarakat diberikan pembinaan

mengenai  prinsip  syariah  dalam  bermuamalah,  jika  tidak

dikhawatirkan  timbulnya  pengikisan  aqidah  yang  disebabkan

lemahnya  pemahaman  mengenai  ekonomi  syariah  yang  nanti

akan  mempengaruhi  terciptanya  kehidupan  masyarakat  untuk

lebih  baik  lagi.  Demi  mengemban  misi  utama  dari  BMT  yaitu
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untuk  menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  islami  dalam

segala  aspeknya.  Keberadaan  BMT  juga  diharapkan  dapat

mengatasi  masalah  perekonomian  masyarakat  dari  kalangan

menengah kebawah dengan upaya memenuhi segala kebutuhan

(Sudarsono, 2004)

Diantara  Maqãsid  Sharĩ’ah ada  kewajiban  bekerja  dan

memproduksi.  dalam Islam, dunia  bisnis  terutama berinvestasi

sangat  dianjurkan,  meskipun Allah tidak melarang kepemilikan

harta dan kekayaan oleh individu namun alangkah baiknya jika

harta  yang  dimiliki  setiap  individu  dititipkan  atau  ditabung

kepada lembaga yang dapat mengelola uang tersebut agar tidak

tertimbun,  contohnya menabung pada  Baitul  maal  wa Tamwil.

Dengan  begitu  setiap  individu  memilih  untuk  memutarkan

uangnya dengan berinvestasi secara syariah (Hidayat,2011:24).

Seperti disebutkan dalam Al-Quran: 

QS al-Hasyr, ayat: 7

“… agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang

kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu

maka  terimalah.  Dan  apa  yang  dilarang  bagimu  maka

tinggalkanlah.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya,

Allah sangat keras hukuman-Nya”.  

Dengan  begitu,  investasi  sebagai  salah  satu  aktivitas

ekonomi akan memiliki nuansa spiritual manakala menyertakan
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norma  syariah  dalam  pelaksanaannya.  Berinvestasi   secara

syariah, maka inshaAllah keuntungan yang bisa diperoleh tidak

saja  berupa keuntungan duniawi  akan  tetapi  juga  keuntungan

ukhrawi (Hidayat,2011:25). 

Terkait dengan produk-produk yang ada dalam BMT pastinya

ilmu  ushul  fiqh  mengenai  Maqãsid  Sharĩah memberikan

pengaruh terhadap pemikiran rasional tentang akad-akad yang

ada  dalam  BMT  terutama  produk  simpanan  dana,  sehingga

permasalahan dalam penelitian ini ialah sejauh mana penerapan

Maqãsid  Sharĩah terhadap  produk  simpanan  dana  dari  segi

kebaikan/maslahah  yang  diterima  BMT  maupun  anggota/mitra

yang mempercayakan hartanya untuk dikelola oleh BMT. 

Barokah  Padi  Melati  merupakan  BMT  yang  berkonstrasi

pada  investasi  atau  produk  tabungan,  karena  sebagian  besar

produk yang ada dalam BMT Barokah Padi  Melati  ialah produk

simpanan dana sehingga jenisnya sangat beragam, oleh karna

itu peneliti menjadikannya objek penelitian. Setiap anggota BMT

diwajibkan  memiliki  tabungan,  baik  anggota  yang  murni  ingin

menyimpan dana dan mempercayakan hartanya untuk dikekola

oleh BMT maupun anggota yang berencana untuk menggunakan

akad lain seperti pembiayaaan usaha dan lainnya maka dari itu

peneliti berkonstrasi untuk meneliti hanya pada produk simpanan

dana saja.
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Dari  permasalahan  tersebut  peneliti  ingin  mengetahui

kebaikan  atau  keuntungan  yang  diperoleh  nasabah  dengan

percaya kepada BMT. Peneliti berharap dari penelitian mengenai

produk simpanan dana dalam perspektif  Maqãsid Sharĩah yang

diukur  melalui  kelima  aspek  seperti  perlindungan  agama,

perlindungan  jiwa,  perlindungan  akal,  perlindungan  keturunan

dan perlindungan harta akan mendapatkan hasil yang semakin

relevan.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dari permasalahan di atas maka dapat

diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa  saja  produk  simpanan  dana  yang  ada  pada  BMT

Barokah Padi Melati?
2. Bagaimana produk simpanan dana pada BMT Barokah Padi

Melati menurut Maqãsid Sharĩah?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui manfaat operasional  produk simpanan

dana yang ada pada BMT Barokah Padi Melati 
2. Untuk mengetahui kesesuaian produk simpanan dana BMT

Barokah Padi Melati berdasarkan Maqãsid Sharĩah.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis 

Secara  akademik  penelitian  ini  diharapkan  dapat

menjadi bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan
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terutama  dibidang  ekonomi  dan  perbankan  islam,  serta

dapat  bermanfaat  bagi  penelitian  selanjutnya  dengan

bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan praktik
Secara  praktik  penelitian  ini  diharapkan  mampu

memberikan informasi dan masukan kepada BMT Barokah

Padi Melati guna mengetahui Maslahah Produk simpanan

dana agar terhindar dari mudharat.

3. Kegunaan bagi peneliti
Secara  personal  penelitian  ini  diharapkan  dapat

menambah  pengetahuan  bagi  peneliti  sebagai  sarana

untuk  menerapkan  teori  yang  telah  diperoleh  dalam

perkuliahan  sehingga  menjadi  gambaran  dalam  dunia

kerja yang nyata.
E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal  Ijtimaiyya,  Vol.  7,  No.  1,  Februari 2014  yang berjudul

Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk-produk

Perbankan Syariah oleh Nurnazil. Hasil penelitian tersebut

dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah dan maslahat

memiliki  peran  yang  sangat  penting  digunakan  sebagi

pisau  analisis  dalam  menjawab  persoalan  yang

berhubungan  dengan  ekonomi  dan  bisnis  syariah  yang

semakin  berkambang.  kewajiban  para  ahli  hukum  islam

serta ahli ekonomi dan bisnis syariah yang ada di Indonesia
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bekerja  keras  untuk  selalu  melakukan  kajian  terkait

persoalan  ekonomi  dan  bisnis  syari’ah  sehingga  seiring

dengan  perkembangannya  juga  harus  sesuai  dengan

konteks ke-indonesiaan.  Penyelenggaraan kegiatan usaha

berbasis syariah di Indonesia dilandasi oleh fatwa Dewan

Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai kebolehan aktivitas

usaha berbasis syariah. Maka dari itu kewajiban ahli yaitu

mengawasi mengenai persoalan-persoalan tersebut. Dalam

penelitian  tersebut  mengidentifikasi  sejauh  mana  kaidah

maqashid  syariah  diterapkan  oleh  pihak-pihak  yang

merumuskan produk-produk perbankan syariah. Perbedaan

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurnazil  ialah  objek

penerapan  kaidah  maqashid  shari’ah   dalam  produk

perbankan  syariah  sedangkan  dalam penelitian  ini  objek

berfokus kepada satu produk dari lembaga keuangan mikro

yaitu  produk  simpanan  dana  saja.  Dengan  adanya

penelitian tersebut peneliti dapat mengetahui sejauh mana

peran  DSN  selaku  pemberi  fatwa  terhadap  penerapan

kaidah  Maqãsid  Sharĩah dalam produk-produk  Perbankan

Syariah.
2. Jurnal BISNIS Vol. 3, No. 2, Desember 2015 yang berjudul Aplikasi

Maqashid  Syariah  pada  Sistem  Keuangan  Syariah  oleh

Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya. Hasil dari penelitia n
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tersebut dapat disimpulkan dengan adanya teori maqashid

syariah  dalam kajian  ekonomi  islam merupakan  langkah

maju  dalam  pengembangan  modal  ekonomi  islam  yang

ideal, hal ini karena maqashid syariah dapat dijadikan alat

bantu  dalam  membantu  menyelesaikan  dalil  dalam

menetapkan suatu hukum dalam rangka mencapai tujuan

disyari’atkannya  hukum  tersebut.  Perbedaan  penelitian

yang dilakukan oleh Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya

ialah  objek  penelitian  yang  berkonsentrasi  pada  Sistem

Keuangan Syariah,  sedangkan dalam penelitian  ini  objek

dan fokus penelitian untuk produk simpanan dana dalam

lembaga  keuangan  mikro.  Dengan  adanya  penelitian

tersebut peneliti dapat mengetahui pembangunan ekonomi

berbasis Maqãsid Sharĩah.
3. Jurnal  ASSETS Vol.2, No. 2, 2012   yang berjudul Pemikiran Al-

syatibi  tentang  maslahah  dan  implementasinya  dalam

pengembangan ekonomi syariah oleh Muslimin Kara. Hasil

penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep

maslahah yang di paparkan oleh Al-syatibi sangat relevan

dengan  pengembangan  ekonomi  syariah  sehingga

implementasi nilai-nilai maslahah sangat penting dilakukan

untuk membangun sistem ekonomi  yang holistis,  konsep

tersebut dapat dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan
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manusia, paradigma aktifitas ekonomi, dan standar  utility

dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Perbedaan

penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara ialah fokus

penelitian  mengenai  implementasi  maslahah  dalam

pengembangan ekonomi syariah secara umum sedangkan

dalam  penelitian  ini  fokus  implementasi  hanya  berfokus

kepada  satu  produk  dari  lembaga  keuangan mikro  yaitu

produk  simpanan  dana  saja.  Dengan  adanya  penelitian

tersebut  peneliti  dapat  mengetahui  persepsi  Al-syatibi

mengenai maslahah terutama dalam aktifitas ekonomi.
F. Kerangka Teoritik

1. Maqãsid Sharĩah 
a. Pengertian Maqãsid Sharĩah 

Secara  harfiah,  Maqãsid  Sharĩah adalah  bentuk

jamak  dari  kata  Arab  maqsad yang  kata  radikalnya

adalah  qasada,  yang  berarti  tujuan  dan  niat.  Dalam

konteks di atas, arti harfiah dari maqãsid adalah tujuan.

Oleh karena itu, Maqãsid Sharĩah berarti tujuan sharĩah.

Kata  qasd juga  memberi  arti  berada  di  posisi  antara

pemborosan  dan  kekikiran  bisa  juga  sebagai  arti

keadilan (Lahsasna,2013:3). 

Menurut  al-Syatibi  dalam  bukunya  (Bakri,1996)

mengungkapkan  “Sesungguhnya  syariat  itu  bertujuan
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mewujudkan  kemaslahatan  manusia  didunia  dan

diakhirat” 

Kandungan  Maqãsid  Sharĩah adalah  kemaslahatan.

Kemaslahatan itu melalui analisis Maqãsid Sharĩah tidak

hanya  dilihat  dalam  arti  teknis  belaka,  akan  tetapi

dalam  dinamika  dan  pengembangan  hukum  dilihat

sebagai  sesuatu  yang mengandung nilai  filosofis  dari

hukum-hukum  yang  disyariatkan  tuhan  terhadap

manusia (Bakri,1996:66)

Ibn 'Ashur (p.171.) dalam bukunya (Lahsasna,2013)

mendefinisikan Maqãsid Sharĩah yang didasarkan pada

dua  aspek umum,  yang  merupakan  tujuan  dan

kebijaksanaan dibalik berlakunya semua atau sebagian

besar keputusan syariah.

'Alal  al-Fasi (p.7.) dalam  bukunya  (Lahsasna,2013)

mendefinisikan  Maqãsid  Sharĩah sebagai  "Akhir  yang

dicari  di  balik  berlakunya  masing-masing  keputusan

syariah dan  rahasia  yang  ada". Akhir  dan  rahasia  di

balik  setiap  keputusan  hukum  Islam  di  sini  pada

akhirnya mengacu pada tujuan yang dimaksudkan oleh

Allah dalam hukum Taurat. 

Maqãsid  Sharĩah bertujuan  untuk  melindungi

kepentingan  umat  manusia  dan  mencegah  kejahatan
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dalam  segala  situasi,  sementara  berkomitmen  untuk

mewujudkan  manfaat  publik  bagi  masyarakat  luas

dengan mendorong kebajikan dan mencegah kejahatan

(Lahsasna,2013:4).  Oleh karena  itu  dapat  dirangkum

secara singkat dalam hal-hal berikut: 

1) Tujuan umum yang ingin dicapai oleh Syariah 
2) Nilai tinggi yang ingin dibangun Syariah
3) Kepentingan umum masyarakat sebagai masyarakat

terpadu 
4) Mempromosikan kebajikan 
5) Mencegah keburukan 

b. Klasifikasi Maqãsid Sharĩah

Ada berbagai jenis klasifikasi Maqãsid Sharĩah yaitu

sebagai berikut: 

1). Klasifikasi  Maqãsid Sharĩah secara Umum, Parsial

dan Spesifik

(a) Maqãsid Secara Umum

Adalah tujuan  yang  terkait  dengan

keseluruhan suatu tujuan  syariah  yang ingin

raih. Menurut Ibn 'Ashur (p.67.) dalam bukunya

(Bakri,1996).

"Tujuan  umum  perundang-undangan  Islam

terdiri dari makna yang lebih dalam dan aspek

kebijaksanaan  dalam  yang  dipertimbangkan

oleh Pemberi  Hukum di  semua atau sebagian
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besar  wilayah  dan  keadaan  perundang-

undangan,  yang  tidak  terbatas  pada  jenis

perintah   syariah  tertentu,  ini  termasuk

karakteristik umum syariah, tujuan umum dan

gagasan  apa  pun  yang dipertimbangkan  oleh

undang-undang.  Jenis  Maqãsid ini

mengidentifikasi  tujuan umum  yang  ingin

dicapai syariah dalam  undang-undangnya  di

berbagai  bidang  hukum,  tanpa  penekanan

khusus pada bagian tertentu  atau sub-bagian

undang-undang  tertentu.  Jenis  tujuan  ini

dipahami  oleh  induksi  ketentuan syariah (Al

Qur'an & Sunnah).

(b) Maqãsid Spesifik

Jenis  Maqãsid  ini  terkait  dengan  bagian

hukum tertentu seperti tujuan syariah di bidang

keuangan, tujuan syariah di bidang perkawinan,

tujuan syariah di  bidang  ekonomi,  dan

sebagainya.  Fokus  syariah  akan  diarahkan  ke

bagian  tertentu  di  hukum  seperti  bagian

transaksi  keuangan,  bagian  hukum  pidana,

bagian hukum keluarga, dll.

(c) Maqãsid Parsial
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Jenis  Maqãsid ini  terkait  dengan  keputusan

spesifik  mengenai  kasus  tertentu; 'Alal  al-Fasi

dalam bukunya (Lahsasna,2012) menyebutkan

kategori ini dengan mengatakan:

"Maqãsid  Sharĩah adalah  akhir  yang  dicari  di

balik  berlakunya  masing-masing  keputusan

syariah dan rahasia yang terlibat".

Tujuan  dari  jenis  Maqãsid  ini  adalah  untuk

menunjukkan  maqsad  (objektif)  dan

kebijaksanaan  dibalik  berlakunya  keputusan

tersebut, seperti tujuan pelarangan riba dalam

transaksi keuangan, tujuan pelarangan  najjash

dalam  pelelangan  (inflasi  buatan  dari  harga

tanpa niat membeli), dll.

2). Klasifikasi  Maqãsid  Sharĩah secara Definitif,

Spekulatif, dan Ilusi.

Ini adalah kategori lain Maqãsid Sharĩah dimana

klasifikasi  didasarkan  pada  tiga  kategori  yang

definitif, spekulatif dan ilusi.

a) Maqãsid Definitif

Jenis  Maqãsid ini  didasarkan pada ketentuan

definitif  yang  tidak  tunduk  pada  interpretasi

yang  berbeda  karena  mereka  tidak  melakukan
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lebih  dari  satu  penjelasan,  makna  atau

interpretasi.  Ibn  Ashur (Lahsasna,2013)

mengatakan:

Maslahah  kategoris  telah  ditetapkan  dengan

bukti  tekstual  eksplisit  yang  menghalangi

interpretasi apapun. Allah berfirman:

QS. Ali-lmran, ayat: 97

"Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah

adalah melaksanakan  ibadah haji  ke  baitullah,

yaitu  bagi  orang-orang  yang  mampu

mengadakan  perjalanan  kesana,  barang  siapa

mengingkari  kewajiban  haji,  maka  ketahuilah

bahwa  Allah  maha  kaya  tidak  memerlukan

sesuatu dari alam”

 

b) Maqãsid Spekulatif

Jenis  Maqãsid ini  didasarkan pada ketentuan

spekulatif yang terbuka untuk interpretasi yang

berbeda, dan melakukan lebih dari satu makna.

Ibnu  'Ashur  mengatakan  dalam  buku

(Lahsasna,2013).  Khujah Maslahah,  di  sisi  lain

terdiri  dari  alasan  apa  yang  telah  ditetapkan
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hanya  sebagai  kemungkinan,  seperti  penjaga

menjaga  rumah  di  perkotaan  pada  saat

ketakutan dan ketidakamanan.

c) Maqãsid Illusi

Jenis Maqãsid ini didasarkan pada kemewahan

atau ilusi  yang  terlihat  bersifat  objektif  namun

tidak demikian. Jenis tujuan ini didasarkan pada

penalaran  murni  tanpa  dukungan  yang  handal

dari sumber Syariah. Mengklaim jenis tujuan ini

tidak  diterima  oleh Syariat  dan harus  ditolak.

Ibnu  Ashur  mengatakan  dalam  mengomentari

jenis  Maqãsid ilahi  maslahah  adalah  apa  yang

sepertinya  menciptakan  keuntungan,  namun,

jika  dilakukan penyelidikan  hal  itu  dinyatakan

berbahaya. Hal ini disebabkan oleh kecerobohan

kejahatan,  seperti  konsumsi  obat-obatan

narkotika  opium,  ganja,  kokain  dan  heroin.

Konsumen  mungkin  menganggap  hal  tersebut

menyenangkan, meski tidak mendapat manfaat

nyata dari hal-hal seperti di atas.

Contoh  lain  dari  Maqãsid  berdasarkan  illusi

adalah  mengklaim  bahwa  ada  keuntungan

dalam  berurusan  dengan  riba  dalam  sistem
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keuangan,  di  mana  menggunakan  riba

merupakan  faktor  kunci  untuk  menghasilkan

pendapatan  yang  membawa  keuntungan  dan

kemakmuran  bagi  pasar  dan  masyarakat  luas.

Berdasarkan pandangan ini, riba dapat dianggap

sebagai  cara  yang  sah  untuk  pertumbuhan

kekayaan, dan menghasilkan keuntungan dalam

perdagangan dan keuangan karena ada manfaat

di dalamnya. Dari sisi Syariah karena perspektif

maslahah  ini  adalah  maslahah  yang  ditolak

karena  tidak  memiliki  dasar  logis.  Hal  ini

bertentangan  dengan  arus  ketentuan  dari  Al-

Qur'an  dan  Sunnah  yang  melarang  riba  dan

menganggapnya  sebagai  kejahatan  dan

merupakan  penyebab  dari  semua  krisis

keuangan.

3). Klasifikasi Maqãsid Sharĩah Menurut Kebutuhannya.

Maqq̃asid  Sharĩah dibagi  menjadi  tiga  kategori

sesuai  dengan  kebutuhannya  yaitu  kebutuhan

primer (dharuriyyat), kebutuhan sekunder

(hajiyyat), dan kebutuhan  tersier (tahsiniyyat).

(Syarifuddin,2011:222-231).

a) Kebutuhan Primer (Dharuri) 
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Kebutuhan  tingkat  “primer"  adalah  sesuatu

yang harus ada untuk keberadaan manusia atau

tidak  sempurna  kehidupan  manusia  tanpa

terpenuhinya  kebutuhan  tersebut.  Kebutuhan

yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut

tingkat dharuri.
Ada  lima hal  yang  harus  ada  pada manusia

sebagai  ciri  atau  kelengkapan  kehidupan

manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah:

Agama, Jiwa, Akal,  Keturunan dan Harta. Kelima

hal ini disebut "dharuriyyat yang lima" atau dapat

disebut juga prinsip dasar Maqãsid Sharĩ’ah. Dari

Kelima  dharuriyat tersebut  adalah  hal  yang

mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah

menyuruh  untuk  melakukan  segala  upaya  bagi

keberadaan  dan  kesempurnaannya.  Sebaliknya

Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari

kelima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan

yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima

unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus

dikerjakan.  Sedangkan  segala  perbuatan  yang

merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok
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itu  adalah  buruk,  dan  karenanya  harus  dijauhi.

Kelima unsur tersebut adalah:

(1)Perlindungan Agama (al-Din)

Untuk  menegakkan  agama,  manusia

disuruh beriman kepada Allah,  kepada Rasul,

kepada  kitab  suci,  kepada  malaikat,  kepada

hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat

serta  melakukan  ibadah  yang pokok  lainnya.

Untuk  menjaga  agama,  Allah  menyuruh

manusia  untuk  berjihad  di  jalan  Allah

sebagaimana  banyak  ditegaskan  dalam  Al

Qur'an yang di antaranya:
QS. at-Taubah,  ayat: 41
“…berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu

di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih

baik bagimu jika kamu mengetahui.”
Di  samping  itu  Allah  melarang  manusia

berbuat  sesuatu  yang  dapat  menghilangkan

agama.  Sehubungan  dengan  itu  Allah

menyuruh  memerangi  orang  yang  tidak

beriman,  sebagaimana  firman-Nya  dalam  Al-

Qur’an:
QS. at-Taubah, ayat: 29 
“Perangilah  orang-orang  yang  tidak  beriman

kepada  Allah  dan  hari  akhir,  mereka  tidak
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mengharamkan  apa  yang  telah  diharamkan

Allah  dan  rasulnya  dan  mereka  yang  tidak

beragama dengan agama yang benar (agama

Allah).”
(2)Perlindungan Jiwa (al-Nafs)

Untuk  melindungi  keberadaan  jiwa  yang

telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia

harus melakukan banyak  hal,  seperti  makan,

menutup  badan,  dan  mencegah  diri  dari

penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan

melakukan  segala  sesuatu  yang

memungkinkan  untuk  meningkatkan  kualitas

hidup.  Segala  usaha  yang  mengarah  pada

perlindungan jiwa  itu  adalah perbuatan baik,

Oleh  karna  itu  Allah  memerintah  untuk

melakukannya.  Sebaliknya,  segala  sesuatu

yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa

adalah  perbuatan  buruk  yang  dilarang  Allah.

Dalam hal ini Allah melarang membunuh tanpa

hak,  sebagaimana  firman-Nya  dalam  Al-

Qur’an,
QS. al-An'am, ayat: 151
“…dan janganlah kamu mendekati perbuatan-

perbuatan  yang  keji,  baik  yang  nampak  di

antaranya  maupun  yang  tersembunyi,  dan
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janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang

diharamkan  Allah  membunuhnya  melainkan

dengan sesuatu sebab yang benar". Demikian

itu  yang  diperintahkan  kepadamu  supaya

kamu memahaminya.”
Begitu pula Allah melarang menjatuhkan diri

kepada kebinasaan sebagaimana firman Allah:

QS. al-Baqarah, ayat: 195

“..dan  infakkanlah  (harta  bendamu)  di  jalan

Allah,  dan  janganlah  kalian  menjatuhkan

dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan

berbuat baiklah, (karena) sesungguhnya Allah

mencintai orang-orang yang berbuat baik.”
(3)Perlindungan Akal (al-Aql)

Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah

khusus  bagi  manusia,  diharuskan  berbuat

segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan

meningkatkan  kualitas  akal  dengan  cara

menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah

perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal

ini  manusia  diperintahkan  menuntut   ilmu

tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan

jarak  tempat,  sebagaimana  sabda  Nabi  saw

(Syarifuddin,2011:224)
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“Menuntut  ilmu  itu  wajib  atas  setiap  orang

yang beriman”.
Sebaliknya  manusia  dilarang  berbuat

sesuatu  yang  dapat  menghilangkan  atau

merusakan  akal.  Segala  perbuatan  yang

mengarah  pada  kerusakan  akal  adalah

perbuatan  buruk  karena  itu  dilarang syara’.

Dalam hal ini, Allah mengharamkan meminum

minuman yang dapat memabukkan dan segala

bentuk  makanan,  minuman  yang  dapat

mengganggu akal. 

QS. al-Maidah, ayat:90 

“Hai  orang-orang  yang  beriman,

sesungguhnya  (meminum)  khamr,  berjudi,

(berkorban  untuk)  berhala,  mengundi  nasib

dengan  panah,  adalah  perbuatan  keji,

termasuk  perbuatan  syaitan.  Maka  jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan.”
(4)Perlindungan Keturunan (al-Nasl) 

Untuk  kelangsungan  kehidupan  manusia,

perlu  adanya  keturunan  yang  sah  dan  jelas.

Untuk  maksud itu  Allah  melengkapi  makhluk

hidup  ini  dengan  nafsu  syahwat  yang
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mendorong untuk melakukan hubungan badan

yang  jika  dilakukan  secara  sah  adalah  baik.

Dalam  hal  ini  Allah  mensyariatkan  menikah

dan berketurunan,  sebagaimana  firman  Allah

dalam Al-qur’an:
QS. an-Nur, ayat: 32 
“Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  masih

membujang di antara kamu, dan juga orang-

orang  yang  layak  (menikah)  dari  hamba-

hamba  sahayamu  yang  laki-laki  dan

perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan

memberikan  kemampuan  kepada  mereka

dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah  Mahaluas

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” 
Segala  usaha  yang  mengarah  pada

penghapusan atau perusakan keturunan yang

sah adalah perbuatan buruk.  Oleh karena itu

Nabi  sangat  melarang  sikap tabattul atau

membujang,  karena  mengarah  pada

peniadaan  keturunan.  Islam  juga  melarang

berbuat  zina  yang  dapat  merusak  tatanan

sosial,  mengaburkan  nasab  keturunan,  yang

akan  mendatangkan  bencana.  Sebagaimana

firman Allah 
QS. Al-Isra, ayat :32. 
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“Janganlah  kamu  dekati  perbuatan  zina,

karena ia adalah perbuatan keji”
Selanjutnya  Allah  menetapkan hukuman bagi

pezina dalam Al-qur’an 
QS. an-Nur, ayat: 3
“Pezina  laki  laki  dan  perempuan  cambuklah

masing  masing  dari  mereka  100  kali

cambukan”
Termasuk  dalam kelima  kebutuhan  primer

(dharuri)  tersebut  menurut  sebagian  ulama

adalah "keturunan" yang disuruh Allah untuk

menjaganya  dan  melarang  berbuat  sesuatu

yang  dapat  merusaknya.  Dalam  hal  ini

diharamkan  menuduh  perempuan  baik-baik

melakukan  zina  tanpa  bukti  yang  sah  dan

pelakunya  diancam  dengan  80  kali  cambuk,

sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an, 
QS. an Nur, ayat: 4 
“Orang-orang yang menuduh perempuan baik-

baik  berbuat  zina  dan  tidak  dapat

mengemukakan empat orang saksi cambuklah

ia 80 kali cambukan”
Tujuan  yang  bersifat  dharuri  merupakan

tujuan utama dalam pembinaan hukum yang

mutlak  yang  harus  dicapai.  Oleh  karena  itu,
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perintah-perintah  syara’ bersifat  mutlak  dan

pasti.

(5)Perlindungan Harta (al-Mal)
Untuk  mempertahankan  hidup,  manusia

memerlukan  sesuatu  yang  dapat  memenuhi

kebutuhan  hidupnya,  seperti  makan,  minum,

pakaian.  Untuk  itu  diperlukan  harta  dan

manusia  harus  berupaya  mendapatkannya

secara  halal  dan  baik.  Segala  usaha  yang

mengarah bagi pencarian harta yang halal dan

baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh

syara'.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  Al-

qur’an QS. al-Jumu'ah, ayat: 10 
“Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  maka

bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah

rizki  dari  Allah  dan  ingatlah  Allah  sebanyak-

banyaknya supaya kamu beruntung” 
Segala  usaha  yang  mengarah  pada

peniadaan  atau  perusakan  harta  adalah

perbuatan buruk yang dilarang. Dalam hal ini

Allah melarang mencuri, seperti dalam firman

Allah 
QS. al-Maidah, ayat: 38
“pencuri  laki-laki  dan  perempuan  potonglah

tangan keduanya”. 
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b) Kebutuhan Sekunder (Hajiyyat) 
Tujuan  tingkat  “sekunder”  bagi  kehidupan

manusia  ialah  sesuatu  yang  dibutuhkan  bagi

kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat

dharuri,  Seandainya  kebutuhan  tidak  terpenuhi

dalam  kehidupan  manusia,  tidak  akan

meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.

Maskipun tidak akan sampai merusak kehidupan,

namun  keberadaannya  dibutuhkan  untuk

memberikan  kemudahan  dalam  kehidupan.

Tujuan penetapan hukum syara’ dalam bentuk ini

disebut tingkat  hajiyat.  Tujuan  hajiyyat dan segi

penetapan  hukumnya  di  kelompokan  pada  tiga

kelompok yaitu:
(1)Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk

dapat melaksanakan kewajiban  syara’ secara

baik.  Hal  ini  disebut  muqad-dimah  wajib.

Umpamanya  mendirikan  sekolah  dalam

hubungannya  dengan  menuntut  ilmu  untuk

meningkatkan  kualitas  akal.  Mendirikan

sekolah  memang  perlu,  namun  jika  sekolah

tidak  didirikan  tidaklah  berarti  tidak  akan

tercapai  upaya  mendapatkan  ilmu,  karena



25

menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar

sekolah.  Kebutuhan  akan  sekolah  itu  berada

pada tingkat hajiyyat.
(2)Hal yang dilarang syara’ melakukannya untuk

mengindarkan  secara  tidak  langsung

pelanggaran  pada  salah  satu  unsur  yang

dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan

tingkat dharuri. Namun segala perbuatan yang

menjurus  kepada  perbuatan  zina  itu  juga

dilarang  untuk  menutup  jalan  bagi

terlaksananya larangan zina yang  dharuri itu.

Melakukan  khalwat (berduaan  dengan  lawan

jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan

tidak  akan  merusak  keturunan.  Juga  tidak

mesti  khalwat itu  berakhir  pada  zina.

Meskipun  demikian,  khalwat itu  dilarang

dalam  rangka  menutup  pintu  terhadap

pelanggaran  larangan  yang  bersifat  dharuri.

kepentingan  akan  adanya  tindakan  untuk

menjauhi  larangan  ini  berada  pada  tingkat

hajiyat 
(3)Segala  bentuk  kemudahan  yang  termasuk

hukum  rukshsah (kemudahan) yang memberi

kelapangan  dalam  kehidupan  manusia.
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Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan

hilang salah satu unsur yang dharuri itu, tetapi

manusia  akan  berada  dalam  kesempitan

(kesulitan).  Rukhshah ini,  berlaku  dalam

hukum  "ibadat"  seperti  shalat  bagi  yang

berada  dalam  perjalan,  dalam  "muamalat"

seperti bolehnya jual beli salam (inden), juga

dalam  "jinayat"  seperti  adanya  maaf  untuk

membatalkan  pelaksanaan  qishash bagi

pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda)

atau tanpa diyat sama sekali.

c) Kebutuhan Tersier (Takhsiniyat) 
Tujuan  tingkat  "tersier"  adalah  sesuatu  yang

sebaiknya  ada  untuk  memperindah  kehidupan.

Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan

tidak  akan  rusak  dan  juga  tidak  akan

menimbulkan  kesulitan.  Keberadaannya

dikehendaki  untuk  kemuliaan  akhlak  dan

kebaikan  tata  tertib  pergaulan.  Tujuan  dalam

tingkat ini disebut “takhsiniyat”. 
Tujuan  takhsiniyat ini  menurut  asalnya  tidak

menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang

disuruh  dan  tidak  menimbulkan  hukum  haram
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pada  yang  dilarang  sebagaimana  yang  berlaku

pada  dua  tingkat  lainnya  (dharuri dan  hajiyat).

Segala  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan

takhsini ini  menimbulkan  hukum  "sunnah” dan

perbuatan yang mengabaikan kebutuhan takhsini

menimbulkan  hukum "makruh"  Takhsini berlaku

pada  bidang  ibadah,  seperti  berhias  dan

berpakaian rapi pada waktu ke masjid, dan pada

bidang muamalat, seperti pada jual beli  syuf’ah,

juga  berlaku  pada  adat,  seperti  hemat  dalam

berbelanja,  serta  berlaku  pula  dalam  bidang

jinayat  seperti  tidak  membunuh  anak-anak  dan

perempuan dalam peperangan. 
Pembagian  tujuan  syara' pada  tiga  hal

tersebut,  sekaligus  menunjukkan  peringkat

kepentingan.  Tingkat  dharuri lebih  tinggi  dari

tingkat hajiyat dan tingkat hajiyat lebih tinggi dari

tingkat  takhsiniyat.  Kebutuhan  dalam  peringkat

yang sesama dharuri pun berurutan pula tingkat

kepentingannya,  yaitu:  melindungi  agama,  jiwa,

akal, keturunan dan harta (Syarifuddin,2011:228).
c. Kriteria Maqãsid Sharĩah

Adapun kriteria dari  Maqãsid  Sharĩah yang  mudah

diverifikasi  dan  mudah diamati para ilmuwan sebagai
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tolak ukur menentukan Maqãsid Sharĩah sebagai berikut

(Lahsasna,2013:13)

1) Konsep dan makna Maqãsid Sharĩah harus konsisten

dan mudah direalisasikan.
2) Tujuan  Maqãsid  Sharĩah harus  jelas  tanpa

ambiguitas atau kemungkinan adanya tujuan lain.
3) Secara  konseptual  Maqãsid  Sharĩah harus  terukur

dengan  tepat  semata-mata  untuk  melindungi

intelektual.
4) Maqãsid  Sharĩah bersifat  komprehensif  dan umum

seperti yang ditekankan dalam Qur’an dan sunnah.
5) Maqãsid  Sharĩah menekankan  untuk  melestarikan

dan melindungi lima prinsip  fundamental universal

seperti  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.

Karna hal tersebut telah dibahas di semua agama

tanpa adanya pembatalan.
6) Maqãsid  Sharĩah diakui  setiap  agama  untuk

menjamin  keberadaan  manusia  serta

kesejahteraannya.
Allah berfirman 
QS. asy-Syura, ayat:13   
"Dia  telah mensyariatkankan bagimu agama yang

diwasiatkanNya  kepada  Nuh,  dan  apa  yang telah

kami  ilhamkan  kepadamu  (Muhammad),  dan  apa

yang kami percaya kepada  ibrahim, musa dan  isa,

katakan:  Tetapkan  agama,  dan  janganlah  kalian

berpecah  belah  di  dalamnya.  Sangat  berat  bagi
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orang-orang  musyrikin  adalah mengikuti  agama

yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih

orang yang dia  kehendaki   kepada agama tauhid

dan  memberi  petunjuk  kepada  agamanya  bagi

siapa yang kembali (kepada-Nya)”. 
d. Implementasi Maqãsid Sharĩah Dalam Mengembangkan

Ekonomi Dan Keuangan Islam.

Ahcene  Lahsasna  menyebutkan  bahwa  keuangan

diakui  oleh aspek berharga  Sharĩah dalam kehidupan.

Hak dan kekayaan orang dilindungi melalui  peraturan

dan prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menekankan

pada penerapan  Maqãsid  Sharĩah di  perbankan  Islam

dan  keuangan Islam karena  alasan  berikut

(Lahsasna,2013:10)
1) Hubungan  yang  tepat  dan  kuat  antara  tujuan

Maqãsid  Sharĩah dan  tujuan  dari  transaksi  bisnis

sangat  penting.  Hubungan  ini  diamati  pada  posisi

kekayaan itu sendiri di Maqãsid Sharĩah, karena ada

indikasi  jelas  dari  ketentuan  Sharĩ'ah  bahwa

kekayaan  harus  dilindungi  di  masyarakat.

Mengabaikan  tujuan  Maqãsid  Sharĩah dalam

transaksi bisnis dapat menyebabkan kesulitan dalam

masyarakat.
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2) Transaksi  bisnis  baik  perdagangan  domestik  atau

internasional  harus  didasarkan pada prinsip-prinsip

hukum  Islam.  Tujuan  utama  Maqãsid  Sharĩah di

bidang  keuangan  harus  dijadikan  pedoman  untuk

melaksanakan semua jenis transaksi keuangan. Jika

tidak,  akan  menyebabkan  keadaan  yang  merusak

dan tidak terduga di pasar.
3) Tujuan  dari  transaksi  bisnis  adalah  kelanjutan  dari

tujuan umum Maqãsid Sharĩah. Hal ini menunjukkan

hubungan yang kuat antara kedua konsep tersebut.
4) Aturan  transaksi  bisnis  harus  sesuai  dengan

peraturan, prinsip dan persyaratan Maqãsid Sharĩah.
5) Maqãsid Sharĩah memastikan bahwa prinsip  syariah

dan aplikasinya terpenuhi.

2. Tabungan  

a. Pengertian Menabung

Menabung ialah menyisihkan harta yang dimiliki saat

ini  untuk  memenuhi  kebutuhan  di  masa  yang  akan

datang  (suwiknyo,2010:176).  Anjuran  dan  prinsip

menabung:

QS. an-Nisaa’ ayat: 9

“Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang

seandainya  meninggalkan  dibelakang  meraka  orang-

orang  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap
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(kesejahteraan)  mereka.  Oleh  sebab  itu,  hendaklah

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka

mengucapkan perkataan yang benar” 

QS. al-Baqarah, ayat: 266

“Apakah  ada  salah  seorang  diantaramu  yang

mempunyai  kebun  kurma dan  anggur  yang  mengalir

dibawahnya  sungai-sungai,  dia  mempunyai  dalam

kebun  itu  segala  macam  buah-buahan,  kemudian

datanglah  masa  tua  pada  orang  itu  sedang  ia

mempunyai  keturunan yang masih kecil-kecil  (lemah)

…” 

Kedua ayat tersebut memerintahkan manusia untuk

mempersiapkan  dan  mengantisipasi  masa  depan

masing-masing  keturunan  mereka,  baik  secara

keimanan dan ketakwaan maupun ekonomi yang harus

dipertimbangkan sedini mungkin langkah-langkah serta

perencanaannya  dan salah satu langkah terbaik  untuk

mempersiapkan  kehidupan  masa  depan  ialah  dengan

cara menabung.

b. Jenis Tabungan

1) Titipan (Wadi’ah)

Titipan  dapat  diartikan  sebagai  Wadi’ah,

merupakan  simpanan  murni  yang  dapat  diambil
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setiap  saat  sesuai  dengan  keinginan  pemilik  dari

simpanan tersebut (Antonio,2012:148) 

QS. Ali ‘Imran ayat: 75

“Diantara  Ahli  kitab  ada  orang  yang  jika  kamu

mempercayakan  kepadanya  harta  yang  banyak,

dikembalikannya kepadamu;....” 

QS. an-Nisaa’ ayat: 58

"sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  untuk

menyampaikan  amanat  (titipan),  kepada  yang

berhak menerimanya” 

Wadi’ah dibagi  menjadi  dua  macam

(Antonio,2012:148)

a) Wadi’ah yad al-amanah 

Wadi’ah yad  al-amanah artinya  tidak

bertanggung  jawab  atas  kehilangan  atau

kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama

hal  ini  bukan  akibat  dari  kelalaian  atau

kecerobohan  yang  bersangkutan  dalam

memelihara barang titipan (karena faktor-faktor

di luar batas kemampuan). 

Dengan konsep Wadi’ah yad al-amanah, pihak

yang menerima titipan tidak boleh menggunakan
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dan  memanfaatkan  uang  atau  barang  yang

dititipkan tetapi  harus  benar-benar  menjaganya

sesuai  perjanjian  awal.  Pihak  penerima  titipan

dapat  membebankan  biaya  kepada  penitip

sebagai biaya penitipan (Antonio,2012:148)

b) Wadi’ah yad adh-dhamanah 
Wadi’ah  yad  adh-dhamanah artinya  yang

bertanggung  jawab  atas  segala

kehilangan/kerusakan  yang terjadi  pada barang

yang  dititipkan.  Jika  penerima  simpanan  ingin

mempergunakan  barang  titipan  dalam aktivitas

perekonomian tertentu, penerima harus meminta

izin  dari  pemberi  titipan  untuk  kemudian

mempergunakan  hartanya  tersebut  dengan

catatan  penerima  menjamin  akan

mengembalikan  aset  tersebut  secara  utuh.

Sebagai  konsekuensi  dari  Wadi’ah  yad  adh-

dhamanah,  semua  keuntungan  yang  dihasilkan

dari dana titipan tersebut menjadi milik penerima

titipan  (penanggung  seluruh  kemungkinan

kerugian).
Dengan konsep  Wadi’ah yad adh-dhamanah,

pihak  yang  menerima  titipan  boleh

menggunakan  dan  memanfaatkan  uang  atau
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barang  yang  dititipkan.  Tentunya,  pihak  BMT

dalam hal mendapatkan bagi hasil dari pengguna

dana  dan  dapat  memberikan  insentif  kepada

penitip dalam bentuk bonus (Antonio,2012:150)
2) Investasi (Mudharabah)

Mudharabah merupakan  akad  kerjasama  antara

dua pihak yaitu pihak pertama menyediakan seluruh

dana,  sedangkan  pihak  kedua  bertindak  selaku

pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka

berdua  sesuai  kesepakatan  sedangkan  kerugian

financial  hanya  ditanggung  oleh  pengelola  dana

(Suwiknyo,2010:181).

Dasar hukum Mudharabah dalam Al-Qur’an:

QS. al-Nisa’ ayat: 29

“Hai  orang  yang  beriman!  Janganlah  kalian

memakan  (mengambil)  harta  sesamamu  dengan

jalan  yang batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan

yang berlaku dengan sukarela diantaramu..“ 
Mudharabah dibagi  menjadi  dua  macam

(Antonio,2012:150)
a) Mudharabah Muthlaqah (General Investment)

Dalam Mudharabah Muthlaqah,  shahibul maal

tidak  memberikan  batasan-batasan  (restriction)

atas  dana  yang  diinvestasikannya.  Mudharib

diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut
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tanpa  terikat  waktu,  tempat,  jenis  usaha,  dan

jenis perlayanannya. 
Dalam hal ini  Mudharib ialah sebagai pengelola

dana  sedangkan  Shahibul  Maal ialah  sebagai

pemilik dana.
b) Mudharabah Muqayyadah 

Dalam  Mudharabah  Muqayyada,  shahibul

maal memberikan  batasan  atas  dana  yang

diinvestasikannya.  Mudharib hanya  bisa

mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan

yang  diberikan  oleh  shahibul  maal.  Misalnya,

hanya  untuk  jenis  usaha  tertentu  saja,  tempat

tertentu,  waktu  tertentu,  dan  lain-lain.  Dalam

investasi  dengan  menggunakan  konsep

mudharabah  muqayyadah.  Pihak  mudharib

terikat  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah

ditetapkan  oleh  shahibul  maal,  misalnya  jenis

investasi, waktu dan tempat. Di luar hal tersebut

mudharib tidak  dapat  menggunakan  dana  dari

shahibul maal.

c. Badan Hukum Tabungan

Fatwa  Dewan  syariah  Nasional  No  01/DSN  MUI/

IV/2000 dalam bukunya (Hidayat,2011) 

1) Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi’ah: 
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a) Bersifat titipan. 

b) Titipan bisa diambil kapan saja (on call) 

c) Tidak  ada  imbalan  yang  disyaratkan,  kecuali

dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat

sukarela dari pihak bank.

2) Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah: 

a) Dalam  transaksi  ini  nasabah  bertindak  sebagai

shahibul  maal atau  pemilik  dana,  dan  bank

bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

b) Dalam  kapasitasnya  sebagai  mudharib,  bank

dapat  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang

tidak  bertentangan  dengan prinsip  syari’ah dan

mengembangkannya,  termasuk  di  dalamnya

mudharabah dengan pihak lain. 

c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam

bentuk tunai dan bukan piutang. 

d) Pembagian  keuntungan harus  dinyatakan  dalam

bentuk nisbah  dan  dituangkan  dalam  akad

pembukaan rekening. 

e) Bank  sebagai  mudharib menutup  biaya

operasional  giro  dengan  menggunakan  nisbah

keuntungan yang menjadi haknya. 



37

f) Bank  tidak  diperkenankan  mengurangi  nisbah

keuntungan  nasabah  tanpa  persetujuan  yang

bersangkutan.

3. Baitul Maal wa Tamwil
a. Sejarah Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Setelah  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)

timbul  peluang  untuk  mendirikan  bank-bank  yang

mempunyai prinsip syariah. Namun Operasionalisasi BMI

kurang menjangkau usaha masyarakat mikro, kecil dan

menengah,  maka  muncul  keinginan  untuk  mendirikan

Bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah

dan  BMT  yang  bertujuan  untuk  mengatasi  hambatan

operasionalisasi di daerah yang kurang terjangkau BMI.

(Sudarsono, 2003:108)

b. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) tediri dari dua suku kata

yaitu baitul maal yang  mengarah kepada usaha-usaha

pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti:

infaq, zakat, shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil usaha

pengumpulan  dana  yang  penyalurannya  lebih  kearah

komersial (Sudarsono,2004:96). 

Kedua usaha tersebut tidak dapat dipisahkan sebab

keduanya merupakan satu kesatuan dari  BMT sebagai
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lembaga  yang  ikut  andil  mendukung  kegiatan

perekonomian  masyarakat  kecil  dengan  berlandaskan

prinsip-prinsip  syariah.  Lembaga  ini  didirikan  dengan

maksud  untuk  memfasilitasi  masyarakat  bawah  yang

tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR

Islam (Huda dan Heykal,2010: 363).

Dengan  demikian  adanya  BMT  dapat  dipandang

memiliki  dua  fungsi  utama,  yaitu  sebagai  media

penyalur  pendayagunaan  harta  ibadah seperti  zakat,

infak,  sedekah dan wakaf,  serta  dapat  pula  berfungsi

sebagai  institusi  yang  bergerak  di  bidang  investasi

yang  bersifat  produktif  sebagaimana  layaknya  bank.

Pada  fungsi  sebagai  lembaga  keuangan,  BMT  juga

berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga

keuangan  BMT  bertugas  menghimpun  dana  dari

masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dana

nya  disimpan  di  dalam  BMT  dan  menyalurkannya

kepada masyarakat yang membutuhkan dana berbentuk

pinjaman.  Sebagai  lembaga  ekonomi,  BMT  berhak

melakukan  kegiatan  ekonomi,  seperti  mengelola

kegiatan  perdagangan,  industry,  dan  pertanian.

(Soemitra, 2012:252)  
c. Ciri-ciri BMT
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1) Berorientasi  bisnis,  mencari  laba  bersama,

meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak

untuk anggota dan lingkungannya.
2) Bukan  lembaga  sosial  tetapi  dapat  dimafaatkan

untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan

sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3) Ditumbuhkan dari  bawah berlandaskan peran serta

masyarakat di sekitarnya.
4) Milik  bersama  masyarakat  kecil  dan  bawah  dari

lingkungan  BMT  itu  sendiri,  bukan  milik  orang

seorang  atau  dari  orang  kalangan  masyarakat   itu

sendiri (Soemitra, 2012:454)
d. Badan Hukum BMT

Berdasarkan  Undang-Undang  No.25  tahun  1992

badan hukum dari BMT yang dapat digunakan yaitu:

1) Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  (UJKS)  dari  Koperasi

Serba Usaha (KSU).
2) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS)
3) Koperasi Jasa Keuangan (KJKS)

Dengan adanya alternatif tersebut BMT harus patuh

serta  tunduk  kepada  lembaga  perkoperasian  yang

digunakan.  Sedangkan  berdasarkan  Undang-Undang

No.1 tahun 2013, mengenai LKM maka BMT berbadan

hukum  sebagai  lembaga  Mikro  yang  berlandaskan

Syariah.  Maka  dari  itu  BMT  juga  harus  patuh  serta
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tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam

undang-undang LKM.

e. Produk Simpanan Dana BMT

Dalm menjalankan  usahanya,  sebagian  besar  akad

yang ada pada BMT tidak jauh berbeda dengan akad

yang  ada  pada  bank  pembiayaan  rakyat  islam.  Pada

sistem operasional BMT, pemilik dana mempercayakan

dananya kepada BMT untuk dimanfaatkan tidak dengan

motif mendapat bunga dari dana tersebut, tetapi bagi

hasil.  (Himpunan Fatwa DSN-MUI,2003) dalam bukunya

(Huda  dan  Heykal,2010)  Adapun  akad  produk

penghimpunan dana lembaga keuangan islam adalah :

1) Wadi’ah,  adalah  produk  simpanan  yang  dapat

dilakukan penarikan kapan saja tanpa adanya waktu

yang  ditentukan.  Dalam  hal  ini  dana  nasabah

dititipkan  pada  BMT  dan  boleh  dikelola,  dari

pengelolaan  dana  tersebut  nasabah  berhak

mendapatkan  bonus  hasil  pemanfaatan  dana  giro

oleh BMT. Bonus yang diberikan tidak ditetapkan di

muka  tetapi  benar-benar  kebijaksanaan  BMT  dari

pendapatan bulanan. 
2) Mudharabah,  adalah  produk  simpanan  dana

nasabah  yang  akan  dikelola  oleh  BMT,  dalam
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pengelolaan  dana  tersebut  BMT  bebas  melakukan

berbagai  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan

Islam  dan  mengembangkannya.  BMT  bebas

mengelola dana (mudharabah muthlaqah), ada juga

dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu.

Nasabah  memberikan  batasan  penggunaan  dana

untuk  jenis  dan  tempat  tertentu  (mudharabah

muqayyadah). BMT berfungsi sebagai mudharib dan

nasabah sebagai shahibul maal.  


